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ABSTRAK 

 

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  

DI KABUPATEN BIMA 

 

Oleh : 

IMAN SETIAWAN 

2019F1A043 

 

Batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat 

dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan 

yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun”. Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya 

masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan yaitu (1) 

untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima, (2) 

untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di 

Kabupaten Bima, dan (3) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima. Jenis penelitian adalah hukum 

normatif dan empris dengan pendekatan perundang-undangan, dan sosiologis, 

sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-

buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, dan wawancara dengan informan. 

Analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) 

Dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima. Adapun dampak yang 

diakibatkan dari adanya pernikahan di bawah umur yakni: (a) dampak ekonomi, 

(b) dampak sosial, dan (c) dampak Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT). (2) 

Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima, 

disebabkan karena adanya beberapa faktor diantarannya adalah: (a) keadaan 

ekonomi yang kurang mencukupi, (b) faktor pendidikan yang rendah, dan (c) 

faktor hamil diluar nikah. (3) Perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah 

umur di Kabupaten Bima pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: (a) 

perlindungan preventif, dan (b) perlindungan hukum represif.. 

 

Kata kunci: Dampak Perkawinan, Bawah Umur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala hal. Sangatlah 

penting bagi negara dan bangsa Indonesia untuk memiliki hukum perkawinan 

nasional yang sekaligus menghormati asas-asas tersebut dan memberikan 

landasan hukum bagi perkawinan yang sampai saat ini berlaku bagi berbagai 

golongan masyarakat. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang 

mulia dan suci antara seorang pria dengan seorang wanita, oleh karena itu 

suami istri adalah sah dan hubungan seksual dengan tujuan keluarga yang 

penuh kasih adalah halal.1 

Pernikahan adalah salah satu peristiwa terpenting dalam hidup 

seseorang. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan 

konsekuensi baik fisik dan emosional untuk keluarga masing-masing 

komunitas dan juga untuk harta yang diperoleh di antara mereka sebelum dan 

sesudah pernikahan. Perkawinan dapat digambarkan sebagai kontrak 

relasional antara dua orang (pria dan wanita) yang melibatkan kontrak 

relasional, yang tujuannya adalah untuk hidup berdampingan secara intim 

sesuai dengan kondisi yang dibenarkan oleh Tuhan, Pencipta alam.  

Dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan raḥmah 

yang pas dengan tujuan pernikahan maka pemerintah sudahh menetapkan UU 

yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan. Batasan usia menikah yang 

                                                 
1 Sud∂rsono, Hukum Perk∂win∂n N∂sion∂l, J∂k∂rt∂, Rinek∂ Cipt∂, 2010, h∂l. 6 
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ditetapkan oleh pemerintah dicantumkan dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 

tahun 2019 mengenai pernikahan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” dan dalam ayat selanjutnya 

menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat 

meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua belah pihak baik pria tau pihak wanita. 

Pemahaman konsep baligh dan batasan usia sangat penting bagi 

seseorang yang berencana menikah. Baik laki-laki maupun perempuan harus 

sama dalam kedewasaan dan kedewasaan agar tujuan sakinah, mawaddah dan 

keluarga yang baik dapat tercapai. Prinsip mawaddah wa raḥmah adalah 

kodrat manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain karena perkawinan 

manusia mencari keridhaan Allah SWT disamping tujuan biologis.2 

Pernikahan Anak di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia. 

Praktik ini sering terjadi di antara berbagai pelaku, tidak hanya di kota-kota 

besar tetapi juga di pedesaan yang banyak di antaranya memiliki alasan yang 

berbeda-beda, mulai dari masalah ekonomi, masalah budaya dan nilai-nilai 

agama. Menurut hukum adat, tidak ada batasan usia untuk menikah, tetapi 

banyak orang tua yang menikahkan anaknya yang sudah dewasa atau 

dianggap sudah dewasa. Perkawinan di bawah umur ada 2: (a) Perkawinan 

Remaja yang di bawah umur aslinya dan masih perawan dapat menjaga 

kehormatan dan kesuciannya. (2) Perkawinan di bawah umur palsu adalah, 

                                                 
2 Amiur Nuruddin d∂n Azh∂ri Akm∂l T∂rig∂n, Hukum Perd∂t∂ Isl∂m di Indonesi∂, J∂k∂rt∂: 

Pren∂d∂ Medi∂, 2012, h∂l 52 
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perkawinan yang dilaksanakan agar menutupi keburukan moral dan akhlak 

seorang anak.3 Ada juga yang menikah di bawah umur untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dalam fenomena ini, calon pasangan tidak 

memikirkan implikasi dan dampak dari pernikahan yang mereka jalani. 

Meski batasan usia diatur secara ketat, nyatanya masih banyak 

pernikahan di bawah umur. Masalah ini tidak lepas dari masalah budaya 

jangka panjang, faktor ekonomi, faktor psikologis, akibat kebingungan yang 

disebabkan oleh kehamilan sebelumnya, sehingga dilakukan akad nikah untuk 

mengatasinya, meskipun tidak cukup siap secara biologis dan mental. 

Perkawinana Anak di bawah umur dikaitkan dengan angka perceraian 

di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima karena berbagai alasan. Oleh karena 

itu, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait pernikahan di bawah umur dan pengaruhnya 

terhadap perceraian karena kurangnya penjelasan secara umum Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Asas 

perkawinan adalah diantara mereka yang menganut asas bahwa calon 

pasangan harus dewasa lahir dan batin untuk menikah, sehingga dapat 

memenuhi tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian, 

dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan 

antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur harus dicegah. 

Di Kecamatan Monta Kabupaten Bima Angka perceraian cukup tinggi 

yaitu 480 kasus perceraian pada Januari-September 2022, dimana terdapat 170 

                                                 
3 Ibid. h∂l.55 
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kasus perceraian dan 310 permohonan cerai. Alasan lain termasuk kawin 

paksa, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, keuangan, 

penjara dan perzinahan.4 Karena secara hukum gugatan cerai di pengadilan 

hanya dapat dicapai melalui pengadilan, maka permasalahannya banyak 

pasangan suami istri yang kebingungan sekaligus mengalami kesulitan dalam 

menempuh jalan/proses perceraian. Penulis utama tentu saja buta terhadap 

hukum. Ditambah proses pengajuan cerai yang pada dasarnya rumit. Bahkan, 

tidak jarang proses perceraian yang rumit memakan biaya yang tidak sedikit. 

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (1), perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.5 

Ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 6 Dengan 

adanya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. 

Karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang 

bahagia dan sejahtera selama-lamanya, maka undang-undang ini menganut 

asas bahwa harus ada alasan-alasan khusus untuk mempersulit perceraian dan 

harus dilakukan di pengadilan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul 

skripsi tersebut “Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Umur Di 

Kabupaten Bima” 

 

                                                 
4 D∂t∂ Dokument∂si KUA Kec∂m∂t∂n Mont∂ K∂bup∂ten Bim∂ 
5 P∂s∂l 39 ∂y∂t (1) Und∂ng-Und∂ng Nomor 16 T∂hun 2019 Tent∂ng Perk∂win∂n 
6 P∂s∂l 39 ∂y∂t (2) Und∂ng-und∂ng Nomor 16 T∂hun 2019 tent∂ng perk∂win∂n 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian 

maka penulis menyumpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima? 

2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten 

Bima? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur di 

Kabupaten Bima? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian   

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten 

Bima. 

2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah 

umur di Kabupaten Bima. 

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinan di 

bawah umur di Kabupaten Bima. 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Secara teori, penulis berharap artikel ilmiah berupa skripsi ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi civitas akademika dan masyarakat 

pada umumnya untuk melengkapi khazanah intelektual hukum 
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keluarga khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan 

di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bima. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih bagi 

masyarakat khususnya konsekuensi perkawinan di bawah umur 

terhadap perceraian dan solusi konkrit bagi masyarakat dalam 

konsekuensi perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di 

Kabupaten Bima. 

c. Akademis 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk memenuhi persyaratan Sarjana Satu (S1) di Jurusan Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. 

D. Orisinalitas Penelitian 

No. Nama dan 

Judul Skripsi 

Permaslahan Hasil penelitian Perbedaan 

1.  Luthfil Hakim 

(2011)7 

 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pernikahan 

Usia Dini 

Perspektif 

Hukum Islam 

(Studi Kasus 

Di Desa 

Bumirejo 

Wonosobo 

Tahun 2009) 

1. Apa saja 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pernikahan 

Usia Dini 

Perspektif 

Hukum Islam 

(Studi Kasus Di 

Desa Bumirejo 

Wonosobo 

Tahun 2009)?  

 

1. Hasil yang dicapai dari 

penelitian ini adalah 

bahwa faktorfaktor 

yang menyebabkan 

masyarakat 

melestarikan 

pernikahan usia dini di 

Desa Bumirejo ini 

adalah (1) Faktor 

tradisi (Adatistiadat), 

(2) Faktor ekonomi, (3) 

Faktor rendahnya 

animo masyarakat 

terhadap pendidikan, 

(4) Faktor hasrat 

Penelitian Luthfil 

Hakim tentang 

faktor yang 

mempengaruhi 

pernikahan usia 

dini perspektif 

hukum islam, 

sedangkan Iman 

Setiawan  

tentang 

konsekuensi 

perkawinan di 

bawah umur 

terhadap tingkat 

perceraian 

                                                 
7 Skripsi, Luthfil H∂kim, F∂ktor-F∂ktor Y∂ng Mempeng∂ruhi Pernik∂h∂n Usi∂ Dini Perspektif 

Hukum Isl∂m (Studi K∂sus Di Des∂ Bumirejo Wonosobo T∂hun 2009), UIN Sun∂n K∂lij∂g∂ 

Yogy∂k∂rt∂, Yogy∂k∂rt∂, 2011. 
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pribadi, (5) penyebab 

Faktor pemahaman 

agama.  

2.  Dzulkifli 

Ahmad 

(2011).8 

Dampak Sosial 

Pernikahan 

Usia Dini 

(Studi Kasus di 

Desa Gunung 

Sindur Bogor) 

1. Baimanakah 

dampak sosial 

pernikahan usia 

dini di Desa 

Gunung Sindur 

Bogor? 

1. Hasil yang dicapai 

penelitian ini yaitu 

pada penyebab sosial 

yang terjadi akibat 

adanya perkawinan 

pada usia dini. Di 

dalam skripsi ini 

pernikahan dini 

menyebabkan kangker 

rahim yang menjadi 

akibatnya. 

Penelitian 

Dzulkifli Ahmad 

tentang dampak 

sosial pernikahan 

usia dini, 

sedangkan Iman 

Setiawan  

tentang 

konsekuensi 

perkawinan di 

bawah umur 

terhadap tingkat 

perceraian 

 

3.  Habibulloh. 

20179. 

Tinjauan 

Yuridis 

Terhadap 

Putusan 

Perceraian 

Atas Nafkah 

Istri Dan Anak 

Di Pengadilan 

Agama Lubuk 

Sikaping 

 

 

1. Bagaimanakah 

pelaksanaan 

putusan 

percerain atas 

nafkah istri dan 

anak di 

Pengadilan 

Agama Lubuk 

Sikaping? 

2. Bagaimana 

penyelesaianya 

jika putusan 

perceraian atas 

nafkah istri dan 

anak tidak 

dilaksanakan? 

1. Penegakan putusan 

cerai untuk menafkahi 

istri dan anaknya di 

hadapan Pengadilan 

Agama Lubuk Sikap 

berdasarkan cerai 

yang terjadi menurut 

cerai menurut Pasal 

41 (c) Undang-

undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, 

pengadilan 

menyatakan apakah 

mantan suami dapat 

membebankan biaya 

hidup dan/atau 

membebankan 

kewajiban kepada 

mantan pasangan. 

Kewajiban-kewajiban 

tersebut adalah 

tunjangan mut'ah dan 

iddah bagi mantan 

Penelitian 

Habibulloh 

tentang Putusan 

Perceraian Atas 

Nafkah Istri Dan 

Anak Di 

Pengadilan 

Agama Lubuk 

Sikaping, 

sedangkan Iman 

Setiawan  

tentang 

konsekuensi 

perkawinan di 

bawah umur 

terhadap tingkat 

perceraian 

                                                 
8 Skripsi, Dzulkifli Ahm∂d, D∂mp∂k Sosi∂l Pernik∂h∂n Usi∂ Dini (Studi k∂sus di des∂ gunung 

sindur-Bogor2011) UIN Sy∂rif Hid∂y∂tull∂h J∂k∂rt∂, J∂k∂rt∂, 2011 
9 H∂bibulloh. Tinj∂u∂n Yuridis Terh∂d∂p Putus∂n Percer∂i∂n At∂s N∂fk∂h Istri D∂n An∂k Di 

Peng∂dil∂n Ag∂m∂ Lubuk Sik∂ping, Jurn∂l, LPPM UMSB, Vol. XI Jilid 2 No.76, ISSN 1693-2617. 

2017. 
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istri dan tunjangan 

hadhanah bagi anak-

anak, aplikasi seorang 

wanita untuk 

tunjangan bagi anak-

anak dan harta dan 

tunjangan selama 

perkawinan dapat 

dilakukan selama 

proses perceraian. 

Penegakan putusan 

cerai untuk tunjangan 

mut'ah, tunjangan 

iddah (untuk istri non-

nusyus) dan tunjangan 

anak di pengadilan 

agama dalam kasus 

perceraian pada tahun 

2015, suami dalam 

prosesnya selalu 

dibayar secara 

sukarela kepada 

mantan istrinya. dari 

janji cerai.  

2. Penegakan Putusan 

Perceraian 

(Enforcement) mut'ah 

untuk tunjangan, 

iddah untuk tunjangan 

dan tunjangan anak, 

pelaksanaan 

sebenarnya dilakukan 

secara sukarela oleh 

para pihak jika 

mantan suami sebagai 

pemohon tidak 

mengambil 

keputusan, mantan 

suami yang dirugikan 

istri dapat 

mengajukan 

Permohonan 

penegakan hukum ke 

pengadilan, 

pengadilan tidak akan 

menegakkan jika 
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pihak yang dirugikan 

tidak meminta 

penegakan, dan 

bahkan jika pihak 

yang dirugikan 

meminta penegakan, 

pengadilan tidak akan 

menegakkan. 

Pengadilan terlebih 

dahulu harus 

menyelesaikannya 

secara damai dengan 

teguran atau teguran 

kepada suami yang 

tidak mengambil 

keputusan, agar 

dengan sukarela dapat 

melaksanakan isi 

putusan tersebut, 

karena pengadilan 

agama berprinsip 

bahwa hukum pada 

akhirnya damai, yaitu 

adalah jika itu dapat 

disepakati, mereka 

dapat menyetujui apa 

yang akan dilakukan 

oleh eksekusi. Dan 

dokumen perceraian 

dari Pengadilan 

Agama Lubuk Sikap 

menunjukkan bahwa 

baik mantan istri 

maupun terdakwa 

tidak pernah meminta 

penegakan hukum.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

 Secara etimologis, nikah dalam bahasa arab berarti pernikahan 

atau zawaj. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang 

Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Al-nikah 

mempunyai arti al-Wath’i, al-Dhommu, al-Tadakhul, al-jam’u atau ibarat 

‘an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, 

jimat’ dan akad.10 

Kata nikah memiliki dua arti, yaitu arti sebenarnya (haqiqat) dan 

arti kiasan (majaaz). Secara harfiah kata nikah berarti berkumpul 

sedangkan secara kiasan berarti mengadakan aqad atau akad nikah.11 

Beberapa ahli hukum memberikan arti atau definisi yang 

berbeda-beda tentang kata nikah, termasuk yang dikemukakan oleh 

Soemiyati yang merumuskannya. Pernikahan adalah kontrak 

antara seorang pria dan seorang wanita. Akad ini bukan 

sembarang akad, melainkan akad suci untuk membentuk keluarga 

antara laki-laki dan perempuan. Orang suci di sini terlihat dari sisi 

religius pernikahan. Sementara itu, Zahry Hamid menulis sebagai 

berikut; Apa yang disebut Nikah setelah Syara adalah akad (Ijab 

Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan kata-kata 

tertentu dan pemenuhan aturan dan kondisi. Dalam pengertian 

yang paling luas, pernikahann atau perkawinan adalah “persatuan 

lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

untuk memperoleh keturunan, yang berlangsung menurut ketentuan 

hukum Islam.12 

 

                                                 
10 M∂rd∂ni, Hukum Perk∂win∂n Isl∂m: di Duni∂ Isl∂m Modern, (Yoky∂k∂rt∂: Gr∂h∂ Ilmu, 

2011), h∂l. 4 
11 Lili R∂sjidi, Hukum Perk∂win∂n d∂n Percer∂i∂n di M∂l∂ysi∂ d∂n Indonesi∂., 

(B∂ndung:Alumni, 1982), h∂l. 3 
12 Abd. Shom∂d, Hukum Isl∂m, J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, cet∂k∂n 2, 2012), h∂l 180 
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Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” 

Menurut hukum Islam, perkawinan mengacu pada perjanjian yang 

mengesahkan persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling 

mendukung antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim. 

“Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan 

kekal, maka suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar dapat 

mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai 

kesejahteraan lahir dan batin.13 

Para ulama Fiqih 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) 

Mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang mengizinkan 

seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang 

wanita yang (sejak tanggal perjanjian) mempunyai kata nikah atau 

konjugal atau arti yang sama dengan kedua kata tersebut. 

Para ulama madzhab sepakat bahwa nikah kembali sah jika 

dilakukan dengan akad, ijab dan qabul antara calon istri dengan laki-laki 

yang melamarnya, atau antara pihak-pihak yang menggantikannya, 

                                                 
13 H∂sb∂ll∂h Th∂ib d∂n M∂r∂h∂lim H∂r∂h∂p, Hukum Keluarg∂ D∂l∂m Sy∂ri∂t Isl∂m, 

(Universit∂s Al-Azh∂r, 2010), h∂l. 4 
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misalnya Perwakilan resmi dan wali yang sah dan berakhir hanya dalam 

hal persetujuan non-kontraktual.14  

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang definisi 

hukum pernikahan yang asli. Menurut pendapat mayoritas fuqaha Syafi'i, 

hukum perkawinan adalah mubah (dibolehkan), menurut mazhab Hanafi, 

Maliki dan Hambali, hukum perkawinan adalah sunnah, sedangkan 

menurut Dhahiri dan Ibnu Hazm, hukum perkawinan wajib dilakukan 

sekali seumur hidup.15 

Itulah sebabnya hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan 

prinsip anti nikah, karena ajaran Islam mengikuti keseimbangan tatanan 

kehidupan antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus menjalani kehidupan 

rumah tangga sebagai pemimpin untuk mencapai kesempurnaan hidup. 

Menurut ringkasan hukum Islam, pengertian nikah adalah akad, 

yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsasqan Ghalizhan, menaati dan 

menunaikan perintah Allah SWT adalah ibadah dan tujuan perkawinan 

adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan 

warahmah.16 

 

 

                                                 
14 Muh∂mm∂d J∂w∂d Mughniy∂h, ∂l-Fiqh „∂l∂ ∂l-M∂dz∂hib ∂l-Kh∂ms∂h, ( Diterjem∂hk∂n 

M∂sykur A.B. J∂k∂rt∂: Lenter∂, Cet.23, 2008), 309 
15 Z∂hry H∂mid, Pokok-Pokok Hukum Pernik∂h∂n Isl∂m d∂n Und∂ng-Und∂ng Pernik∂h∂n di 

Indonesi∂, (Yogy∂k∂rt∂: Bin∂ Cipt∂, 1978), cet. ke- 1, h 3-4 
16 Amir Sy∂rifuddin, Hukum Perk∂win∂n Isl∂m di Indonesi∂: Ant∂r∂ Fiqh Mun∂k∂h∂t d∂n 

Und∂ng- Und∂ng Perk∂win∂n, (J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, 2009) 37-39. 



13 

 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Perundang-undangan perkawinan didasarkan pada al-Qur'an, al-

Sunnah dan Ijma. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum 

perkawinan yang asli adalah diperbolehkan. Pada dasarnya pengertian 

“perkawinan” adalah suatu perjanjian yang mengesahkan persatuan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta saling menghidupi antara seorang pria 

dan seorang wanita dalam hubungan suami istri. 

Mengenai dasar hukum tentang perkawinan, telah diatur dalam Al-

Qur’an surat an-Nur ayat 32: “Dan nikahkanlah orang-orang yang 

masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang 

layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan 

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”17 

 

Selain diatur dalam Alquran, ada juga beberapa hadits Nabi yang 

berkaitan dengan hukum pernikahan yang diriwayatkan oleh para ahli 

hadits dan imam Muslim yaitu. “...dan aku mengawini wanita-wanita, 

barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk 

ummatku”. Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam 

Muslim dari Ibnu Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah 

sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya 

nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga 

kehormatan”. 18 Menurut Islam, keluarga yang baik sangat kondusif untuk 

kesejahteraan karena orang dapat mencapainya melalui keluarga yang baik 

dari dalam. 

                                                 
17 Dep∂rtemen Pendidik∂n Ag∂m∂ RI, Al-Qur’∂n d∂n Terjem∂h∂nny∂, (Sur∂b∂y∂: Mek∂r, 2004), 

h∂l. 494 
18 Abdul R∂hm∂n Ghoz∂li, Fiqh Mun∂k∂h∂t, (J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, Cet∂k∂n 4, 2010), h 15 
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Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, 

Hukum Nikah menyatakan bahwa sekelompok Fuqaha, yaitu para Jumhur 

(mayoritas ulama), mengatakan bahwa menikah adalah hukum sunnah. 

Golongan Zhahiriyah mengklaim bahwa menikah itu wajib. Ulama 

Mutakkhhirin Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi 

sebagian orang, khitan bagi yang lain, dan boleh bagi yang lain. Perbedaan 

pendapat ini disebabkan oleh penafsiran bentuk kalimat perintah dalam 

ayat dan hadits tentang pokok bahasan tersebut.19 

3. Rukun dan Syarat Nikah 

a. Rukun Nikah 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, 

terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu. 

Dalam perkawinan yang rukun tidak boleh terbengkalai syarat-syarat 

dalam arti jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka 

perkawinan itu tidak sah. Keduanya mengandung pengertian yang 

berbeda bahwa rukun adalah sesuatu yang hakekatnya dan merupakan 

bagian atau unsur yang memungkinkan, sedangkan syarat adalah 

sesuatu yang ada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Menurut 

Jumhur Ulama, ada lima rukun dan setiap rukun memiliki persyaratan 

tertentu.  Berikut penjelasan tentang rukun nikah dalam kaitannya 

dengan rukun-rukun tersebut.20 

                                                 
19 Ibid, h. 16 
20 Amir Nuruddin d∂n Azh∂ri Akm∂l T∂rig∂n, Hukum Perd∂t∂ Isl∂m di Indonesi∂: Studi Kritis 

Perkemb∂ng∂n Hukum Isl∂m d∂ri Fikih, UU No. 16/2019 s∂mp∂i KHI, (J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, Cet∂k∂n 3, 

2006), h. 62 
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1) Calon suami, syarat-syaratnya:  

a) Beragama Islam  

b) Laki-laki  

c) Jelas orangnya  

d) Dapat memberikan persetujuan  

e) Tidak terdapat halangan perkawinan  

2) Calon isteri, syarat-syaratnya:  

a) Beragama Islam  

b) Perempuan  

c) Jelas orangnya  

d) Dapat dimintai persetujuan  

e) Tidak terdapat halangan perkawinan  

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:  

a) Laki-laki  

b) Dewasa  

c) Mempunyai hak perwalian  

d) Tidak terdapat halangan perwalian 

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:  

a) Minimal dua orang laki-laki  

b) Hadir dalam ijab qabul  

c) Dapat mengerti maksud akad  

d) Islam  

e) Dewasa  

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:  

a) Pernyataan perkawinan wali amanat 

b) Calon pasangan suami istri menyampaikan pernyataan 

penerimaan 

c) Menggunakan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari 

kedua kata tersebut 

d) Lanjutan antara ijab dan qabul 

e) Jelas makna antara ijab dan qabul 

f) Orang yang terkait dengan Ijab dan Qabul tidak sedang 

ihram untuk haji atau umrah 

g) Sedikitnya empat orang harus menghadiri ijab ijab dan 

qabul, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali 

mempelai wanita dan wali mempelai pria. 

 

b. Syarat-syarat Nikah 

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu 

sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami 
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isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:21 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai.  

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 

izin kedua orang tua.  

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) 

pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup 

atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan 

kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya.  

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah 

seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 

pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat 

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah 

lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya 

(2), (3), dan (4) pasal ini.  

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain. 

 

B. Tinjauan Tentang Perkawinan di Bawah Umur 

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur 

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang 

dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi 

                                                 
21 Djoko Pr∂koso d∂n Ketut Murtik∂, Az∂s-∂z∂s Hukum Perk∂win∂n di Indonesi∂, (J∂k∂rt∂: 

Bina Aks∂r∂, 1987), h∂l. 20 
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syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019. 

Perkawinan di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Merujuk UU Perkawinan Nomor 16 

Tahun 2019. Hukum negara kita telah menetapkan batas usia untuk 

menikah. Dalam Undang-undang pekawinan bab ll Pasal 7 ayat 1 

disebutkan bahwa Pernikahan diperbolehkan hanya jika pria telah 

mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) dan wanita telah mencapai usia 

19 tahun (sembilan belas). Kebijakan pemerintah dalam menetapkan 

batas usia perkawinan tentunya dilaksanakan dengan proses dan cara 

pandang yang berbeda yang bertujuan agar kedua belah pihak benar-

benar siap dan matang lahir dan batin untuk hidup berumah tangga, 

meskipun kenyataannya belum tercapai. 

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, tata cara 

perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur oleh hukum agama dan 

adat istiadat, dan setelah berlakunya undang-undang negara tentang 

perkawinan. adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan. Namun, UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat 

perkawinan, seperti batas usia perkawinan (syarat materil), yang di 

dalamnya termasuk syarat usia minimum terdapat di dalam Pasal 7 ayat 

(1) Undang-undang “perkawinan hanya diizinkan pihak pria sudah 

mencapai usia 19 dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. 
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Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan pasangan dan 

keturunannya.  

Adanya batasan usia tersebut dapat diartikan bahwa UU No. 16 

Tahun 2019 tidak menghendaki dilaksanakannya perkawinan anak di 

bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019. Pernikahan dengan anak di bawah umur bukanlah hal baru 

di Indonesia. Praktek ini telah dipraktekkan oleh begitu banyak penulis 

untuk waktu yang lama. Bukan di kota besar, bukan di pedalaman. 

Alasannya pun beragam karena masalah ekonomi, pendidikan rendah, 

pemahaman nilai budaya dan agama tertentu, dan lain-lain.22 

Pada kenyataannya, perkawinan antar anak di bawah umur masih 

sering terjadi pada zaman dahulu. Namun, dalam kasus pernikahan anak 

di bawah umur terpaksa dilaksanakan, maka Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 masih menawarkan kemungkinan penyimpangan. Hal ini 

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yaitu pembebasan 

yang diberikan oleh pengadilan bagi mereka yang belum mencapai usia 

minimum. Dan ini diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan bagi anak seperti zina dan lain-lain.  

Dalam KHI, yang dikeluarkan oleh Inpres No. 1 Tahun 1991 

memuat pokok bahasan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI 

disebutkan yaitu batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 16 

Tahun 2019, tapi dengan tambahan alasan: untuk kesejahteraan keluarga 

                                                 
22 S∂rwono, S.W. Psikologi Rem∂j∂. R∂j∂ Gr∂findo Pers∂d∂, J∂k∂rt∂, 2016.hlm 89 
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dan rumah tangga.23 Demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, 

perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang 

telah mencapai umur tertentu dalam pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 yaitu 

calon suami sekurangya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun. Namun, bunyi dari ayat (2) untuk calon 

pasangan yang belum mendapati umur 21 tahun mesti mendapati 

persetujuan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 16 Tahun 

2019, Persetujuan orang tua sesuai karena mereka yang berusia di bawah 

21 tahun dianggap di bawah umur oleh hukum. 

Namun, pernikahan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. 

Menurut Pasal 60 KHI, pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika 

calon suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut 

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penghalang 

perkawinan dapat mencakup keluarga dalam garis lurus di atas dan di 

bawah, kerabat, wali perkawinan, wali calon pengantin yang baik hati, 

suami atau istri yang masih terikat dengan calon istri atau suami, dan 

pejabat publik yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, 

dan 64 KHI).24 

Pelaksanaan undang-undang tentang usia perkawinan memang 

diatur oleh Negara. dimasyarakat banyak pernikahan kecil terjadi. 

Perkawinan di bawah umur dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a) 

Perkawinan yang lebih muda dari umur semula, yaitu perkawinan yang 

                                                 
23 CST. K∂nsil, Pengerti∂n Ilmu Hukum d∂n T∂t∂ Hukum Indonesi∂, (J∂k∂rt∂ : B∂l∂i Pust∂k∂, 

1989), hlm. 230 
24Kompil∂si Hukum Isl∂m, Buku 1 Hukum Perk∂win∂n, P∂s∂l 62,63,64. 
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dilakukan oleh remaja perawan, masih dapat menjaga kehormatan dan 

kesuciannya. b) Perkawinan karena kemudahan, yaitu perkawinan yang 

dilakukan untuk menutupi keburukan moral dan etika.25 

2. Dasar Hukum Perkawinan Di bawah Umur 

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : setiap anak 

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 : Setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: setiap anak berhak untuk 

beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang 

sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri, Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 : setiap anak selama dalam pengasuhan orang 

tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :26 

a) Diskriminasi  

b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c) Penelantaran  

d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan  

                                                 
25 Muh∂mm∂d, Muhyidin. J∂tuh Cinta Itu Ngg∂ H∂r∂m Kok. Yogy∂k∂rt∂: Div∂ Pers, 2005. h∂l. 

33 
26 P∂s∂l 13 ∂y∂t 1 Und∂ng-Und∂ng Nomor 35 T∂hun 2014 tent∂ng Perub∂h∂n ∂t∂s Und∂ng-

Und∂ng Nomor 23 T∂hun 2002 Tent∂ng Perlindung∂n An∂k 

https://onesearch.id/Record/IOS13424.INLIS000000000005499
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e) Ketidakadilan  

f) Perlakuan salah lainnya. 

Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan 

melindungi anak b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya c) mencegah terjadinya perkawinan 

pada usia anak-anak. 

Meskipun usia perkawinan diatur oleh negara, namun dalam 

praktiknya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di 

masyarakat. Perkawinan di bawah umur dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: a) Perkawinan yang lebih muda dari umur semula, yaitu 

perkawinan perawan muda yang masih bisa menjaga kehormatan dan 

kesucian. b) Perkawinan karena kemudahan, yaitu perkawinan yang 

dilakukan untuk menutupi keburukan moral dan etika.27  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Muhyidin, Muh∂mm∂d. Meng∂j∂r An∂k Ber∂khl∂k Al-Qur∂n. B∂ndung: Rem∂j∂ Rosd∂k∂ry∂. 

2008. H∂l. 33 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penyusun lakukan merupakan penelitian yang bersifat 

normatif dan empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang mengacu 

kepada Norma-Norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan 

dan Putusan-putusan pengadilan. Penelitian empiris adalah pendekatan yang 

di gunakan untuk melihat implementasi dengan mengkaji data dilapangan. 

Sedangkan Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang 

bertujuan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji 

bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat. 

B. Metode Pendekatan  

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis Aproach) 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang membahas 

tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan 

manusia. Objek dalam pendekatan ini adalah masyarakat yang dilihat 

dalam sudut hubungan manusia dengan manusia dan proses yang timbul 

dari hubungan manusia dan masyarakat. 
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C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum 

1. Jenis data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data primer adalah informasi yang berasal langsung dari sumber 

pertama, yaitu wawancara dengan informan dan responden. 

b. Data sekunder adalah informasi dari laporan, buku, dll. 

2. Sumber Bahan Hukum 

 Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:28 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah peraturan hukum, dokumen resmi, 

konsep legislatif dan keputusan hukum. Dalam penyusunan undang-

undang dan putusan hakim. Bahan hukum utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak.  

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

Tentang Perkawinan 

6) Perbup Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan 

Pada Usia Ana 

 

 

 

 

                                                 
28 Achm∂d, Yuli∂nto d∂n Mukti F∂j∂r, Du∂lisme Peneliti∂n hukum Norm∂tif Empiris, 

Yogy∂k∂rt∂: Pust∂k∂ Pel∂j∂r, 2015, h∂l. 67 
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a. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat 

berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, 

jurnal ilmiah, majalah atau buku pendapat para sarjana mengenai topik 

penelitian, dan berita internet. 

b. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan 

baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, yang berupa Kamus 

Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia. Sesuai 

dengan tipe dan Pendekatan yang digunakan penyusun, tipe data yang 

digunakan penyusun adalah data primer dan data sekunder, sumber 

datanya adalah data pustaka.29 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan dilakukan dengan Teknik Studi Kepustakaan, 

yaitu mengkaji keputusan hukum tentang masalah atau kasus yang sedang 

terjadi, 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan eknik studi 

kepustakaan, yaitu mengkaji keputusan hukum tentang masalah atau 

kasus yang sedang terjadi. 

                                                 
29Amiruddin d∂n Z∂in∂l Asikin., Peng∂nt∂r Metode Peneliti∂n, J∂k∂rt∂: PT R∂j∂ Gr∂findo 

Pers∂d∂, 2013. h∂l. 67. 
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E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum 

Salah satu aspek terpenting dari penelitian normatif empiris adalah 

pengumpulan data sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data tentang 

masalah beberapa Teknik yang dianggap perlu dan dilakukan sebagai 

berikut:30
 

1. Teknik wawancara 

a. Wawancara Terstruktur 

Adalah wawancara dengan seorang informan disertai daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan atau dirumuskan sebelumnya yang 

ditanggapi oleh responden atau informan kemudian dikembangkan. 

b. Wawancara Tidak Terstruktur 

Adalah mewawancarai informan, dimana pertanyaan yang di 

ajukan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya 

2. Tehnik kepustakaan (Libray Research 

Kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang 

kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan 

literatur hukum tersebut serta dokumen-dokumen tulisan ilmiah yang 

berupa peraturan perundang-undang, buku-buku ilmiah, Artikel-artikel, 

jurnal media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan 

yang dipelajari penulis terkait akibat hukum perkawinan di bawah umur di 

Kabupaten Bima. 

 

                                                 
30 Peter M∂hmud M∂rzuki, peneliti∂n hukum, Pren∂d∂ Medi∂, J∂k∂rt∂, 2005, h∂l. 93. 
49 Soerjono Soek∂nto, d∂n Sri M∂mudji, peneliti∂n Hukum Norm∂tif, Cet∂k∂n R∂j∂ Gr∂findo 

Pers∂d∂, J∂k∂rt∂, 2004. h∂l. 14. 
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F. Analisis Bahan Hukum 

Analisis kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode analisis, yaitu 

analisis hukum berdasarkan kepustakaan dan wawancara dengan responden 

atau informan, setelah itu data-data yang diperlukan dianalisis untuk 

mendapatkan informasi yang relevan yang disajikan dalam rangkaian kata 

atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk 

membuat gambaran masalah atau potret pola dan masalah. Penulis 

menerapkan informasi dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara 

dan penelitian kepustakaan. Sehingga hasilnya dapat dijadikan pedoman 

untuk memecahkan masalah yang diteliti31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Ibid. h∂l. 112 


